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Abstract 
This writing at analyzing the implementation effectiveness of Inspectorate Performance of Ka-
bupaten Pangkajene dan Kepulauan and to analyze factors that influence the supervision effec-
tiveness of inspectorate performance of Kabupaten Pangkajene islands. This research is done by 
doing direct interview with competent and relevant informants. The result of this research 
shows that performance implementation done by the Inspectorate of Kabupaten Pangkajene 
islands comprises investigation, examination and investigation functions are running well and 
this fact is strengthen by the achievement of the inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands 
to get (WTP) or Fair without Exception predicate for the second time. 
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Abstrak 
Tulisan ini menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan 
kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten 
dan relevan. Hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusu-
tan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulaun meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya. 

Kata kunci: inspektorat, efektivitas, pengawasan 
 

PENDAHULUAN 
 
Dalam rangka menigkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan Pemerintahan dae-
rah, maka partisipasi semua pihak sangat 
dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari 
aparat yang akan melaksanakan Pemerinta-
han. Penyelenggaran Pemerintahan yang 
efektif adalah merupakan kebutuhan yang 
sangat mendesak khususnya pada masa 
reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya 
yaitu difokuskan dalam memberikan pela-
yanan kepada masyarakat dan sebagai upaya 

penyampaian kebijakaan Pemerintah pusat 
dan sekaligus sebagai pelaksana program 
Pemerintahan. Hal ini ditandai oleh adanya 
tuntutan bagi masyarakat yang akan menun-
jang terciptanya aparatur Pemerintahan yang 
bersih dan berwibawa, tertib dan teratur da-
lam menjalankan tugas dan fungsi yang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Tuntutan bagi masyarakat itu timbul kare-
na ada sebabnya yaitu adanya praktek-
praktek yang tidak terpuji yang dilakukan 
oleh aparat Pemerintah umumnya dan aparat 
Pemerintah daerah khususnya. Penyimpan-
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ganpenyimpangan yang terjadi dikalangan 
aparat Pemerintah daerah, salah satuny 
disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksa-
naan pengawasan yang dilakukan oleh badan 
yang ada dalam tubuh Pemerintah daerah itu 
sendiri. 

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan 
dalam pelaksanan pengawasan adalah me-
ngacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan daerah yang di-
perkuat oleh peraturan Pemerintahan No. 20 
Tahun 2001 tentang pembinaan dan penga-
wasan atas penyelenggaraan Pemerin-tahan 
daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 
2001 tentang tata cara penga-wasan penye-
lenggaraan Pemerintahan daerah dan kepu-
tusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang 
pengawasan represif kebijakan daerah. 

Kedisiplinan pegawai untuk mentaati pera-
turan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang 
lainnya masih terkadang diremehkan. In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan yang memiliki fungsi dalam melakukan 
pengawasan kinerja Pemerintahan daerah. 
Dimana salah satu hal yang ingin dicapai ada-
lah dengan mencegah terjadinya penyimpan-
gan dalam pelaksanaan manajemen Peme-
rintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya 
adalah dengan melakukan penga-wasan, 
pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas 
dua asas, yaitu: Badan Pengawasan Daerah 
Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bu-
pati sebagai sumber penerimaan tugas, se-
hingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga 
pengawasan maka digunakan tenaga pe-
ngawas atau pembantu pengawasan, yang 
diperlukan penandatanganan dalam surat 
perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. 
Sedang pengusutan dilakukan sendiri oleh 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan. Sekretariat Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan dalam upaya 
menerapkan dan memantapkan pelaksanaan 
pengawasan fungsional kepada segenap 
komponen yang ada dalam organisasi lingkup 
kerjanya untuk memikirkan dan mengemban 

tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-
baiknya agar dapat memberikan nilai kontri-
busi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik 
mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat 
mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja 
sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tu-
gas dan tanggungjawab yang telah diberikan. 

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pa-
da Inspektorat Daerah di Lingkungan Peme-
rintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
tersebut diatas, maka keberadaan Badan 
Pengawasan Daerah merupakan instansi ver-
tikal dari Badan Pengawasan yang ditugaskan 
di Kabupaten sebagai aparat penga-wasan 
umum, dimana dalam melakukan penga-
wasan tugas-tugas secara administratif mau-
pun operasional diperlukan adanya me-
kanisme kerja, baik sebagai pembantu Bupati 
dalam pelaksanaan pengawasan maupu ke-
dudukannya sebagai instansi vertical yang 
bertanggungjawab kepada Inspektorat Kabu-
paten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasar-
kan uraian tersebut, penulis tertarik untuk 
membahasnya dalam penulisan Skripsi de-
ngan judul “Analisis pelaksanaan fungsi In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan” 

 
METODE PENELITIAN 

 
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tipe deskriptif. Dasar penelitian yang 
menggunakan metode studi kasus (case 
study) yang bertujuan untuk mengumpulkan 
dan menganalisa suatu proses tertentu 
terkait fokus penelitian ini. Metode-metode 
yang digunakan dalam penyelesaian pene-
litian dituliskan di bagian ini. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Gambaran umum Kantor Inspektorat Ka-
bupaten Pangkajene dan Kepulauan Kantor 
Inpektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan, adalah suatau badan instansi 
Pemerintah yang berada di daerah (Kabupat-
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en ) yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan dan mempunyai tugas pokok memban-
tu kepala daerah dalam hal ini bupati untuk 
menyelenggarakan Pemerintahan khususnya 
dibidang pengawasan. 

Inspektorat Daerah ini di pimpin oleh 
seorang inspektur, didalam menjalankan tu-
gas dan fungsinya secara lebih maksimal, 
maka inspektur Kabupaten dibantu oleh 4 
(empat) inspektur pembantu, yakni inspektur 
pembantu wilayah I, inspektur pembantu 
wilayah II, inspektur pembantu wilayah III, 
dan inspektur pembantu wilayah IV, In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan sendiri bertempat di jalan H.M Arsyad 
B, kecamatan pangkajene Kabupaten Pangka-
jene dan Kepulauan. 

Pelaksanaan fungsi Pemeriksaan pada In-
spektorat Kabupaten pangkajene dan kepu-
lauan. Dalam melakukan pemeriksaan oleh 
Inspktorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan, maka ruang lingkup dalam pemerik-
saan akan ditekankan pada pengawasan apa-
ratur Pemerintah daerah, pelaksaan pem-
bangunan daerah, pengawasan dalam bidang 
keuangan, serta kesejahtraan sosial, adapun 
yang menjadi alas an dilakukannya pemerik-
saan adalah untuk menilai apakah tidak ada 
penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas 
yang dilakukan oleh keempat bidang Peme-
rintahan daerah (bidang aparatur, pem-
bangunan, keuangan, dan bidang kesejah-
traan sosial) dan selain itu dapat dilakukan 
tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivi-
tas Pemerintahan di Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan. 

Penilaian efektivitas dalam melakukan 
pemeriksaan khususnya di kantor Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sesuai 
dengan hasil wawancara dengan Dra. Rasmy 
Rahman selaku auditor Ahli madya yaitu se-
bagai berikut: “Pelaksanaan pemeriksaan da-
lam pelaksanaan pembangunan selama ini 
sudah terkoordinasi dengan baik, karena 
temuan yang kita temukan dilapangan kita 
bandingkan dengan data yang sudah ada se-

hingga kalau ada ketidakcocokan dengan data 
sebelumnya langsung dilakukan ditindak 
lanjut ditempat”.(wawancara tanggal 8 juli 
2014). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah 
dilakukan dengan Auditor ahli madya, dapat 
disimpulkan bahwa dalam melakukan peme-
riksaan dalam bidang pembangunan sudah 
berjalan sebagaimana mestinya karena adan-
ya data pembanding yang dijadikan sebagai 
acuan didalam melakukan pemeriksaan se-
hingga segala bentuk penyelewengan dapat 
ditekan, Selanjutnya wawancara dengan 
bapak Drs. Muh. Zukri selaku inspektur pem-
bantu wilayah I sebagai berikut: “Pelaksanaan 
pengawasan yang dilakukan oleh tenaga 
pemeriksa sudah tepat waktu dan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan 
tetapi ada beberapa daerah yang memang 
membutuhkan waktu dikarenakan jarak 
tempuh dan medan yang dilalui selain itu ada 
juga pihak-pihak yang seringkali tidak ada 
ditempat ketika akan dilakukan pemerik-
saaan”(wawacara tanggal 3 juli 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan in-
spektur pembantu wilayah I dikantor In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan dapat disimpulkan bahwa didalam 
melakukan pemeriksaan pelaksanaan aktivi-
tas Pemerintahan daerah sudah tepat waktu 
dan berdasarkan dari hasil wawancara de-
ngan inspektur pembantu wilayah I ada be-
berapa wilayah diKabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan yang memerlukan waktu yang 
lebih lama dikarenakan kondisi Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan yang memang 
merupakan daerah kepulauan, selain itu cua-
ca buruk dan alat transportasi yang 
digunakan untuk sampai ditempat tujuan 
masih menggunakan perahu nelayan menjadi 
kendala Inspektorat Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan didalam melakukan pemerik-
saan dan sampai saat ini masih belum ada 
solusi yang tepat. Masih adanya pihak-pihak 
yang membandel ketika akan diperiksa juga 
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menjadi masalah yang sampai saat ini masih 
sering terjadi. 

Selanjutnya mengenai system pemerik-
saan dan pengawasan kinerja Inspektorat dari 
hasil wawancara dengan bapak Drs.H.M.Ya-
sin, SH. MH selaku inspektur, beliau menga-
takan bahwa pelaksanaan pemeriksaan atas 
fungsi pengawasan yang dilakukan In-
spektorat Kabupaten pangkajene dan kepu-
lauan sudah transparan karena hasil temuan 
yang ada dilapangan sesuai dengan apa yang 
dilaporkan oleh tim pemeriksa. Hal ini di-
perkuat dengan berhasilnya Inspektorat Ka-
bupaten Pangkajene dan Kepulauan meraih 
WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk kedua 
kalinya. (wawancara tanggal 1 juli 2014) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan be-
berapa narasumber mengenai sistem peme-
riksaan, dalam melakukan pengawasan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerik-
saan yang selama ini dilakukan oleh In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan sudah transparan dan sesuai prosedur, 
dengan alasan karena didalam melakukan 
pengawasan terhadap kinerja Pemerintah 
daerah, tingkat akurasi data yang didapat 
dilapangan sudah sesuai dengan rencana dan 
didalam melakukan pengawasan dan dapat 
dipertanggungjawabkan, adanya koordinasi 
yang baik membuat pemeriksaan dapat ber-
jalan sebagaimana mestinya. 

Pelaksanaan fungsi Pengujian pada In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 
efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan 
hubungannya dengan fungsi pengawasan 
yang dijalankan dikantor Inspektorat Kabu-
paten Pangkajene dan Kepulauan, maka 
penilaian berikutnya ialah efektivitas pen-
gujian di dalam penerapan fungsi penga-
wasan khususnya pada kantor Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Dalam hubungannya dengan uraian diatas 
akan disajikan hasil wawancara dengan ibu 
Dra. Rasmy Rahman selaku auditor ahli 
madya, beliau mengatakan bahwa: “Pelaksa-

naan pengujian yang dilakukan Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah 
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, 
karena data /informasi yang diperoleh dapat 
dijadikan sebagai pedoman karena sudah me-
lalui serangkaian proses pengujian” (wa-
wancara tanggal 8 juli 2014). 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan 
dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 
melakukan pengujian dengan sejumlah in-
formasi yang telah diperoleh dilapangan 
maka data yang didapatkan sudah akurat dan 
dapat dijadikan sebagai pedoman didalam 
melakukan pengujian yang valid. Kemudian 
wawancara dengan bapak Drs. Amirullah 
selaku inspektur pembantu wilayah III:“ 
Pelaksanaan pengujian yang dilakukan In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan sudah berjalan dengan baik dan sudah 
sesuai dengan prosedur yang ada”.(wa-
wancara tanggal 8 juli 2014). 

Dari hasil wawancara dengan bapak in-
spektur pembantu wilayah III ini kemudian 
memperjelas kembali pendapat ibu Drs. Ra-
smy Rahman selaku auditor ahli madya bah-
wa pelaksanaan pengujian yang dilakukan 
sudah sesuai dengan data yang di dapat di 
lapangan dan kemudian dari data yang 
didapat kemudian di uji keaslian data yang 
disajikan. Beliau juga berpendapat bahwa ku-
rangnya sumber daya manusia pada kantor 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan menjadi faktor penghambat didalam 
melakukan pengawasan akan tetapi menurut 
beliau faktor tersebut tidak menjadi alas an 
untuk Inspektorat tidak bekerja secara profe-
sional. Beliau juga memaparkan bahwa dida-
lam pelakanaan pengujian ini tidak terlepas 
dari pada phak-pihak selaku yang akan di 
periksa karena jika lihat dari kondisi saat ini 
dimana masih banyaknya pihak pihak yang 
membandel ketika akan diperiksa selin itu 
jika dilihat dari wilayah kabupaten pangka-
jene dan kepulauan yang bisa dikatakan 
cukup besar membuat proses pemeriksaan 
ini khususnya pengujian agak terlambat dari 
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pada jadwal yang telah ditentukan mengingat 
kondisi geografi kabupaten pangkajene dan 
kepulauan itu sendiri yang kita ketahui ber-
sama jika pangkajene dan kepulauan sebagi-
an besar wilayahnya adalah daerah kepulan, 
hal ini merupakan salah satu penghambat 
karena kita ketahui bersam konsdisi alam 
saat ini yang tidak menentu, dan kendaraan 
yang digunakan kedaerah tersebut yang 
masih terbilang kurang layak karena masih 
menggunakan perahu nelayan setempat.  

Dari beberapa pernyataan diatas dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian 
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan sudah berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan prosedur 
yang ada yang kemudian dapat di per-
tanggungjawabkan keakuratan datanya. 

Pelaksanaan fungsi Pengusutan pada In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan Efektivitas pelaksanaan pengawasan 
selain daripada pemeriksaan dan pengujian, 
juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan pen-
gusutan. Oleh karena itu perlu ditunjang oleh 
adanya penilaian mengenai efektivitas 
pelaksanaan pengusutan dan hubungannya 
dengan fungsi pengawasan kinerja 
Pemerintah daerah. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Ir. A. 
Aryan Arief selaku sekretaris inspeektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang 
diuraikan sebagai berikut: “Salah satu misi 
dalam pengusutan adalah mempermudah 
untuk melakukan pengawasan terhadap 
dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan 
wewenang baik berdasarkan temuan hasil 
pemeriksaan maupun pengawasan atas in-
formasi dari berbagai pihak “(wawancara 
tanggal 3 juli 2014). 

Dari hasil wawancara dengan bapak Ir. A. 
Aryan Arief dikantor Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan dapat ditarik kes-
impulan bahwa salah satu tujuan yang dil-
akukan dalam melakukan pengusutan adalah 
untuk mempermudah dalam melakukan pe-
nyelidikan atas penyimpangangan atau pen-

yalahgunaan wewenang baik berdasarkan 
temuan hasil pemeriksaaan maupun penga-
daan atau informasi dari berbagai pihak. 
Kemudian diliahat dari berbagai hasil peme-
riksaan mengenai efektivitas pelaksanaan 
pengusutan dan hubungannya dengan penga-
wasan maka akan di paparkan hasil wa-
wancara dengan ibu Dra. Rasmy Rahman 
selaku Auditor Ahli Madya yang mengatakan 
bahwa: “Pelaksanaan pengusutan sudah ber-
jalan sebagaimana mestinya berdasarkan dari 
hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah 
dilaksanakan sebelumnya” (wawancara tang-
gal 8 juli 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan au-
ditor ahli madya dapat disimpulkan bahwa 
dalam pelaksanaan pengusutan sudah tepat 
waktu dan sesuai dengan sasaran yang hen-
dak dicapai, hal ini bisa tercapai karena in-
formasi yang didapatkan dari hasil pemerik-
saan dan pengujian tidak lambat sehingga 
mempermudah dalam proses pengusutan. 
Berdasarkan dari hasil wawancara , maka 
dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan 
pengusutan sudah tepat waktu karena adan-
ya koordinasi dan pengolahan data yang baik 
pula.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelak-
sanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pang-
kajene dan Kepulauan.  

Dalam Undang-undang. No. 22 tahun 2009 
dan undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 
11 tentang Inspektorat melakukan pe-
ngawasan terhadap penyelenggaraan pe-
ngawasan fungsional terhadap penyeleng-
garaan Pemerintahan daerah dan pengel-
olaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha 
lainnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan 
adalah dengan melakukan pemeriksaan, pen-
gujian pengusutan dan penilaian atas kinerja 
perangkat daerah serta badan usaha milik 
daerah serta usaha lainnya. 

Perlu ditambahkan bahwa di dalam 
melakukan aktivitasnya sebagai pengawas 
fungsional terhadap penyelenggaraan Peme-
rintahan daerah maka terdapat beberapa 
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faktor yang mempengaruhi Inspektorat di da-
lam melakukan fungsinya sebagai pe-ngawas 
fungsional, adapun faktor–faktor tersebut 
meliputi aparat pengawas serta sarana dan 
prasarana penunjang. Dalam kaitannya 
dengan uraian tersebut diatas maka dari hasil 
wawancara dengan bapak Ir.A.Aryan Arief 
selaku sekretaris Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan, beliau menga-
takan bahwa Kualitas suatu pengawasan ter-
hadap penyelengaraan Pemerintahan daerah 
sangat bergantung pada kompetensi da-
ripada aparatur pengawas itu sendiri dan di 
samping itu didukung juga oleh sarana dan 
prasarana yang meemadai didalam mela-
kukan pengawasan. (wawancara 8 juli 2014). 

Dari hasil wawancara dengan bapak sekre-
taris Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa didalam penyelenggaraan Pemerinta-
han daerah, kualitas aparatur pe-ngawas ser-
ta sarana dan prasarana menjadi faktor pent-
ing di dalam menunjang kualitas pelaksanaan 
pengawasan yang baik. Selanjutnya adalah 
hasil wawancara dengan ibu Dra. Rasmy 
Rahman selaku auditor ahli madya mengenai 
tanggung jawab aparat pengawas dikantor 
inspktorat Kabupaten pangkajene dan keupa-
laun sebagai berikut: “Didalam menjalankan 
tugas dan fungsinya sebagai pengawas, apa-
rat pengawasan dikantor Inspektorat Kabu-
paten Pangkajene dan Kepulauan sudah 
memiliki tanggung jawab dari setiap peker-
jaan yang dilakukan” (wawancara tanggal 8 
juli). 

Dari hasil wawancara yang diuraikan diatas 
maka dapat di simpulkan bahwa didalam 
melakukan tugas dan fungsinya berkaitan 
dengan pemeriksaan, pengujian dan pen-
gusutan, para aparatur Inspektorat Kabupat-
en Pangkajene dan Kepulauan sudah ber-
tanggung jawab atas tugas dan fungsinya se-
bagai penggawas. Kemudian dari hasil wa-
wancara dengan sekretaris Inspektorat Kabu-
paten Pangkajene dan Kepulauan bapak 
Ir.A.Aryan Arief mengenai kelengkapan sara-

na dan prasarana dikantor Inspektorat Kabu-
paten Pangkajene dan Kepulauan, beliau 
mengakatakan bahwa: “Didalam penyeleng-
garaan pengawasan, Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan ini sudah di-
tunjang oleh adanya sarana dan prasarana 
seperti perlengkapan kantor, komputer dan 
alat penunjang lainnya yang mendukung 
pelaksanaan pengawasan meskipun masih 
ada yang perlu untuk dilengkapi”. ( wa-
wancara tanggal 3 juli 2014). Dari hasil wa-
wancara dengan bapak sekretaris maka dapat 
disimpulkan bahwa ketersedian sarana dan 
prasarana pendukung dikantor Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dida-
lam melakukan pengawasan sudah ditunjang 
oleh sarana dan prasarana pendukung misal-
nya saja alat tulis , komputer, dan lain se-
bagainya, meskipun masih ada kekurangan 
dan perlu untuk ditambahkan. 

Dalam penelitian ini pembahasan di fokus-
kan pada penilaian efektivitas pelaksanaan 
fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan. Dimana indikator dari pendapat 
yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwo-
to yang mengatakan bahwa suatu pelaksa-
naan pengawasan yang efektif jika ditunjang 
oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, ter-
fokus, unsur keakuratan data dan terkoordi-
nasi. Oleh karenanya, dalam pembahasan 
digunakan dalam meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan 
pengusutan, dalam melakukan penilaian 
efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi 
titik pokok dalam pembahasan adalah efek-
tivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, 
dan pengusutan terhadap penyelenggaraan 
Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 

Kemudian dari hasil penilaian mengenai 
efektivitas dalam pemeriksaan atas penye-
lenggaraan Pemerintah daerah yang selama 
ini dilakukan sudah efektif, dengan alasan ka-
rena pelaksanaan pemeriksaan kinerja Peme-
rintahan daerah yang selama ini telah sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini 
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dapat dilihat dari ketepatan waktu pemerik-
saan yang sudah tepat waktu meskipun untuk 
daerah-daerah tertentu masih ada keterlam-
batan seperti didaerah kepulauan yang 
dikarenakan beberapa faktor diantaranya 
faktor cuaca yang serigkali tidak mendukung 
dan juga sarana pendukung seperti 
tarnsportasi yang digunakan masih terbilang 
tradisional, sehingga waktu yang ditempuh 
tidak bisa diperkirakan. Hal inilah yang men-
jadi salah satu penyebab ketidaktepatan wak-
tu yang ditempuh sehingga data yang ingin 
disampaikan untuk daerah-daerah kepulauan 
sehingga perlu diberikan solusi yang efektif 
sehingga dapat lebih meminimalisir lagi ting-
kat keterlambatan didadalam pengumpulan 
data-data. Kemudian jika dilihat dari efektivi-
tas pelaksanaan pengujian dari masing-
masing bidang pengujian yang telah ditelusu-
ri, sudah ditunjang dengan ketersedian data 
yang akurat dan dalam hal ini dapat diper-
tanggungjawabkan, sehingga dengan demi-
kian dapat dijadikan sebagai pedoman di da-
lam melakukan penyelidikan lebih lanjut, 
selain itu pengujian yang telah dilaksanakan 
sudah transparant dan sesuai dengan hasil 
pemeriksaan yang ada, hal ini ditunjang 
dengan keberhasilan Inspektorat Kabupaten 
pangkajene dan kepululauan untuk kedua 
kalinya meraih WTP (wajar tanpa pengecua-
lian) sebagai wujud profesionalisme kerja In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan. Selanjutnya, dilihat dai segi efektivitas 
dalam pengusutan, dalam hal pengusutan 
dapat dilihat dari ketepatan waktu didalam 
melakukan penyelidikan dianggap sudah 
efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. 
Keberhasilan dalam pengusutan ini ditunjang 
dengan pelaksanaan pemeriksaan dan pen-
gujian yang dijadikan sebagai dasar atau pe-
doman di dalam melakukan pengusutan su-
dah tepat waktu, sehingga apa yang telah di-
rencanakan dapat berjalan sesuai dengan 
yang telah direncanakan sebelumnya. 

Kemudian dilihat dari faktor–factor yang 
mempengaruhi daripada kelancaran fungsi 

pengawasan Inspektorat khusunya inspektrat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini 
ialah dari segi kualitas sumber daya manu-
sianya sehingga berdampak pada kinerja 
pengawasan yang lebih efektif dan efisien, 
hal ini ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupat-
en Pangkajene dan Kepulauan, ditengah ku-
rangnya kuantitas para pengawas di kantor 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan tidak menurunkan kualitas pengawasan 
inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan, faktor selanjutnya yang dapat mem-
pengaruhi kelancaran fungsi pe-ngawasan 
Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan ialah sarana dan prasarana penunjang, 
masih kurangnya sarana dan prasarana dalam 
beberapa hal, terntunya memiliki dampak 
yang cukup signifikan pada pelaksanaan 
pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Akan 
tetapi terlepas dari itu semua, rasa tanggung-
jawab para pe-ngawasan yang terlibat lang-
sung dalam melakukan pemeriksaan, pen-
gujian, dan pengusutan sudah menggam-
barkan keberhasilan dalam hal pengawasan 
karena jika lihat dari ketepatan waktu dan 
keakuratan data yang di laporkan sudah 
sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. 

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan atas hasil analisis dan pem-

bahasan mengenai pelaksanaan fungsi In-
spektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepu-
lauan yang telah di paparkan sebelumnya, 
maka diapatlah beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 1) Berdasarkan hasil analisis menge-
nai pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupat-
en Pangkajene dan Kepulauan, dapat disim-
pulkan bahwa pelaksanaan system 
pengawasan yang dilihat dari segi pemerik-
saan, pengujian, dan pengusutan sudah ber-
jalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari 
segi ketepatan waktu dalam melakukan 
pengawasan, serta keakuratan data yang 
dilaporkan Inspektorat Kabupaten Pang-
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kajene dan Kepulauan dengan data yang ada 
dilapangan; 2) Faktor yang mem-pe-ngaruhi 
daripada pelaksanaan penyelenggaraan fung-
si pengawasan yang dilakukan Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 
yang pertama yaitu dari segi aparataur 
pengawas, dari hasil pembahasan diatas 
dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber 
daya manusia yang ada dikantor Inspektorat 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan men-
jadi salah satu factor penghambat didalam 
melakukan pengawasan karena berdampak 
pada waktu penyelenggaraan pengawasan 
dan selain itu sarana dan prasaran menjadi 
salah satu faktor yang turut mempengaruhi 
dari pada kinerja Inspektorat Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan, masih kurangnya 
sarana dan prasarana memiliki dampak yang 
sangat besar terhadap kelancaran dari suatu 
proses pengawasan. 
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